SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

a.

I

SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan

kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan agar lebih efektif dan efisien perlu dilakukan
penataan kelembagaan perangkat daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan
Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri, sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kediri.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPM-P2TSP Kabupaten
Kediri.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi BPM-P2TSP terdiri dari :
a. Kepala;

b. Sekretariat;



(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)

c. Bidang;

d. Sub Bagian;

e. Sub Bidang;

f. Tim Teknis;

g. UPT BPM-P2TSP;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program;
c. Sub Bagian Keuangan.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri
dari :
1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2) Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal.
b. Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan, dan Sistem Informasi
terdiri dari :
1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
2) Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem
Informasi.

c. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari Tim Teknis.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4
BPM-P2TSP berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas
Bupati dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu.
BPM-P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala BPM-P2TSP yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPM-P2TSP.
Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPM-P2TSP.
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(5) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c

6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan dan non
Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g
terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang
mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPM-P2TSP melalui Kepala

Bidang yang bersesuaian.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

BPM-P2TSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BPM-P2TSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi BPM-P2TSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 6
Bagan Susunan Organisasi BPM-P2TSP Kabupaten Kediri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7
(1) Kepala BPM-P2TSP dalam menjalankan tugasnya harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi dalam lingkup BPM-P2TSP maupun dengan instansi
lainnya.
(2) Kepala BPM-P2TSP harus memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) BPM-P2TSP dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPM-
P2TSP.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1) Kepala BPM-P2TSP diangkatpc?::ldigberhentikan oleh Bupati atas
pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Kabupaten Kediri.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPM-P2TSP diangkat dan

diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 10
(1) Kepala BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon II b.
(2) Sekretaris BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon III a.
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(3) Kepala Bidang pada BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural
eselon III b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BPM-P2TSP

merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan
Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal
Kabupaten Kediri sampai dengan dilaksanakan pengisian formasi

perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 1 - 2015

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:
016-3/2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

UMUM

Bahwa reformasi yang dilakukan pada pemerintahan pusat maupun di
daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang
baik (good governance). Salah satu bentuk reformasi birokrasi pada tataran
pemerintahan daerah adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah
adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah, yang ditujukan untuk
terciptanya organisasi yang efisien, efektif rasional dan profesional sesuai
kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk adanya koordinasi integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan
daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan PerizinanTerpadu di Daerah, maka perlu adanya Peraturan Daerah
yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas



Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran para pemangku
kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan
lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata
pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam
suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam
penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip,
dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan penataan
organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan
proporsional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 132



LAMPIRAN

PERATURAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR  : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 - 2 - 2015

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI
KEPALA
SEKRETARIAT
I
" I =
SUB BAGIAN
UMUM DAN PENYUSS%BN?\:;%QQGRAM i‘éﬁiﬁgm
KEPEGAWAIAN
L | |
KELOMPOK JABATAN BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL PELAYANAN DAN PROMOSI, KERJASAMA, BIDANG
PENGENDALIAN PENGADUAN DAN SISTEM PELAYANAN PERIJINAN
PENANAMAN MODAL INFORMASI
[ SO R ) i
I
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PELAYANAN PENANAMAN| 11 5o 5M0S1 DAN KERJASAMA
MODAL
SUB BIDANG
SUB BIUANG PENGOLAHAN DATA,
PENGENDALIAN PENGADUAN DAN SISTEM
PENANAMAN MODAL ol

NIP. 195807171986031018

)

UPTB

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO



